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1.

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa untuk memenuhi Pasal 186 ayat (4) Undangdtnda
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerbhgaenana
telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang NdiAoFahun
2008 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Waliko
Pasuruan telah menyempurnakan Rancangan PeratwaralD
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nTahu
Anggaran 2011 sesuai dengan Keputusan Gubernwa Jamur
Nomor 188/725/013/2011 perihal Penyampaian Hasihluasi
RAPERDA Kota Pasuruan tentang APBD Tahuggeman
2011 dan Rancangan Peraturan Walikasaidan tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hyruf
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaramddpatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak b@rgan
dengan kepentingan umum dan peraturan perundaragrgad
yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimgketal
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daeratanig
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aaggar
2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahub419
tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota Kota
Kecil di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Ineia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 TahuB519
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Républi
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11.

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahuf@919
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan sBeba
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahuf320
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembarganse
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun4200
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran NegarabliRepu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarararideg
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahuf420
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nd&80
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB3&®)4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahuf420
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahuf420
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahuf420
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepubl
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimated t
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahuf420
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintaht Pusa
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia mahu
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahuf920
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46uil
1982 tentang Perubahan Batas Wilayah KotamadyaabDaer
Tingkat Il Pasuruan (Lembaran Negara Republik Iredomn
Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3241);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2&uil
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telaftbadh
Ketiga kali dengan dengan Peraturan Pemerintatuliti&p
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Buil
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananrmUmu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMomo
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor @&huif
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Leambar
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165,
Tambahan Lembaran Neaga Republik Indonesia Nomc
5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No&¥rTahun
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoBtmrTahun
2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoBtrTahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMomo
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoBwbrTahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoBtrTahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NogtmrTahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan PenerapanarStand
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indi@nes
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noi#brTahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran degar
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nd@nbahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahu
2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noofahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Maayarak
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NoB8tbrTahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembararafdeg
Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NodfbrTahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nofmofahun
2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Nomagt972);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2lufi
2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Buif:
2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanf
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi dbaer
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, negnta
Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan Penilik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Inciame
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indones@ 5
Tahun 2007,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.00&20
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasia Dan
Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indiee
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedomdenyusunar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aaggar
2011;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 T&00v
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah N@ho
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanga
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02,
Seri E);



